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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan pada bab sebelumnya ,maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran 

Sungai Karangmumus sudah dilakukan, tetapi belum secara maksimal sesuai 

dengan kehendak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah 

Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah karena 

belum adanya pemilahan sampah, dan masih adanya sebagian pedagang yang 

membuang sampah ke dalam Sungai Karangmumus. 

2. Belum maksimalnya pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya 

pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus disebabkan oleh adanya 

kendala sebagai berikut: 

a. Kesadaran dari masyarakat yang tinggal di dalam Pasar Segiri dan para 

pedagang masih kurang akan pentingnya kebersihan dan membuang 

sampah pada tempatnya. 

b. Tidak hanya warga masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Segiri dan 

Sungai Karangmumus saja yang sering membuang sampah ke dalam 

sungai tetapi juga warga masyarakat yang melintasi Sungai Karangmumus 
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c. Kurangnya koordinasi antara DKP dan BLH maupun UPTD Dinas Pasar 

dalam hal penanganan sampah di Pasar Segiri dan yang berada di dalam 

Sungai Karangmumus itu sendiri. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

penulis memberikan beberapa saran, yaitu : 

1. Pihak UPTD Dinas Pasar perlu melakukan penambahan jumlah petugas 

kebersihan dan menambah fasilitas tempat sampah di Pasar Segiri. 

2. Perlu adanya pemberian sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap 

pedagang yang membuang sampah di Sungai Karangmumus. 

3. Perlu adanya koordinasi yang baik antara UPTD Dinas Pasar, BLH, dan DKP 

dalam hal pengelolaan sampah. 

4. Perlu adanya pengawasan secara periodik terhadap kualitas air sungai Sungai 

Karangmumus. 
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